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bahwa dengan berlakunya Undang —undang Nomor 22 “Tahun 1999
tentang  Pemernintahan Daerah  maka Daerah diberi kewenangan
untuk mengurus dan mengatur dacrahnya sendiri.

bahwa dengan ditetapkannya Undang - undang Nomor 34 Tahun
2000 tentang perubahan atas Undang —-undang Nomor 18 Tahun 1997
tenmang Pajak Dacrah dan Retnbust Daerah, maka peratvran Dacrah
vang mengatur tentang Pajak dan Retribust Dacrah harus sesuai
dengan Undang - undang dimaksud;

bahwa Ketribusi  Pelayanan  Keschatan  Hewan merupakan  saliah

satu - Pendapatan Daerah yang penting  guna membiasa
penyelenggaraan  Pemerintahar Daerah  dan  pembangunan  untuk
memantapkan — Otonomi Dacrah  vang  luas.  nvata dJdan

bertanggungjawab

bahwa  schubungan dengan hal - hal tersebut pada hurul’a, b. ¢. diatas
maka perlu ditetapkan Peraturan Dacrali Kabupaten  Rote Ndao
tentang Retribusi Pelayanan Keschatan Fewan

PoKOK Peternakan dan Kesehatan [Hewan (Lembaran Negara No [0
Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824),

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-undang
Hukum Acura Pidana (Lembaran Negara Tabhun 1981 NMomos

|

Lambahan Lembaran Negara Nomor 3

209

Undang-undang Nomor I8 Tahun {997 tentang Pajak Dacrah dan
Ketnbuse - Dacrah (Lembaran Negaia Nomor -1 Tahun 1997
Fambahan Lembaran Negara 3083 ).

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 entang Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan  Lemburan
Negara Nomor 3839).

Undang-undang  Nomor 23 ‘lahun 1999 tentung  Perimbangan

Reuangan antare Pemenntah Pusat dan Dacrah oLembaran Nega

Fthun 1999 Nomor 72, Fambahan Tembaran Negara Nomor 3848)

Undangy - undang Nomor 28 Lahun 1999 entang  Penvelengiins

Newara vang  Bersih dan Bebas  dan Korupst,  Kolusi dan

Nepousme  (Lembaran Negara Fahun 19990 Nomor 73 Tambahan

Fembaran Nevara Nomor 3837

Lindany undang  Nomaor 2 fahan 002 wentang Pembentukan

Rabupaten  Rote  Ndao i Propins: Nusa lenguara Limu
[embiiran T\U:__ul i I ahun s Nomaot . aLinbahan

Foembaran Newara Nomor - as




S Perituran Pemenntaiy Nomor 13 fahun 1977 wentang Penoiakan
Pencegahan,  Pemberantasan  dan - Pengobatan Penvabor Flewan
(hembaran Negara Tahun 1997 Nomor 26 Tambaban i ombara
Sevara Nomor 3101

YO Permturan Pemermntah Nomor 20 Tahun TUNS pentine bescban

Vassarahoat Veterines b embaran Seewn Laban
attiintliasi b bharan Cveuinia Sosng
M beeputusy Nemten Ddam Nvaet BRY oo Chaetn!
Notor S cahan 19T Teniee Pedontan Tata 0 bt

Jibidiang Retbuse Dacrah

L Permtaran Pemenitaly Nomor oy fabun 0o Retiothusy Dacrab
[ cmbaran Negara Tahun 2008 Nomor TEN fambaban T embai
Negiara Nomaor - 3Y)

12 Sunt Keputusan Mentent Pertiman Somor 87 KPS Lo T9S ]
rentany Poncevahan, Pemberantasan dan Pengobatot Penvakit Hewan
NMenulan ' ‘

13 Keputusan Mentert Dalam Negert dan Otonomi Daerah Nomor 171
Fihun 1997 tentang Prosedur pengesahan Peraturan Daerih tentang
Pajak Dacrah & Retribust Daerah.

14 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Dacrah Nomor 174
whun 1997 wenang Pedoman Tala Cara Pemungutan Retribus
Daeral,

15 Keputusan Menteri Dalam Negert dan Otonomi Dacrah Nomor 21
Fahun 2001 wentang Penvasunan dan Matert Muatan Produk-produk
hukum daerah.

16 Keputusan Bupat Rote Ndao NiO| SKEPAIK. 2002 Tabun 2005
tentang Pelaksanaan Pungutan Pajak dan Retribusi Dacrahy

17 Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2003
tentang  Struktur Organisasi dan e Kerje Perangkat Dacrah
Kabupaten Rote Ndao

DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAL
KABUPATEN ROTE NDAO

MEMUTUSKAN

flenctapkan PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN — ROTE  NDAO
: FENTANG RETRIBUSIPELAYAN KESEHATAN HEWAN

BAB
WETENTUAN UMM

Pasal |

Balam Peraturan Dacrah mi vang dimaksud dengan

- Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao

Pemerintah Dacrah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao

Kepala Daerah adalah Bupat Rote Ndao

Dewan Perwakilan Rakvat Dacrah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupawn
Rote Ndao

Dinas Peternakan Kabupaten Rote Ndao adalah Dinas Rretribusi Kabupaten Rote Ndao
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Rote Ndao.

Pengawasan adalah petugas yang ditunjuk oleh Bupati untuk mengawasi sctiap kegiatan
pelayanan keschatan hewan pada Rumah Potong Hewan . pos keswan, Rumah penjualan
daging, dan luar Rumah Potong '

Juru uji adalah petugas yang di wnjuk oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Rote
Ndao untuk melakukan pemeriksaan atas hewan dan daging.




Pejabat adalah pegawar yang diben tugas tertenu di bidang Retribust Dacrah sesua
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah
. vang dapat dinikmati olch pribadi atau badan vang semata-mata mencari keuntungan.

© Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-
undangan retribust diwapibkan untuk melakukan pembavaran retribusi

BAB 11
NAMALOBYER DANSUBYER RETRIBLUSI
Pasal 2

- Dengan nama Retribust Runmith Pelavanan Keschatan Hewan di pungut retrnibus sehagi

- pembayaran atas pelavanan pemeriksaan, pengobatan, pengmapan dan konsumsi serta
E administras

Pasal 3
. 5 0
E(1)  Obyck retribusi adalah Pelavanan Kesehatan Hewan oleh Pemerintah Dacrah
B(2) 1hdak termasuk obvek retribusi adalah pelayanan vang dibertkan pihak lam
Pasal -
Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan vang menggunakan jasa pelavanan oleh
petugas dari Dinas Peternakan.

. BAB 111
KETENTUAN PELAYANAN KESEHATAN HEWAN
: Pasal 3
(1 Kegrtan pada pos Keschatan hewan Rumah Potong THewan dan rumah penualan duging
dilakukan sevap har dengan kewentuan waktu shb
a Pos Keswan. Pos Pelay anan terpadu. Petabuban alam dan DOS-POS PCHLNGIU ~etrag has

INUTR

- Darr jam 08 00 sampar 14,00

- Retrbusi dibavar saat melapor

- Diluar waktu tersebut pada avat (11 dikenakan brava tambahan 5
b. Rumah Potong Tlewan dan rumah penjualan dagimy

- Darr jam 03.00 sampai 04.30 pagi adalah waktu pemotongan
- Dari jam 0500 sampai 06.00 dan seterusnva untuk  Konsumsi

] Spenjualan daging,
(2) Pemeniksaan  ternak, hasil ternak ch bahan asal ternak vang masuk dan keluar dar
' Kabupaten Rote Ndao dilaksanakan oleh petugas vang berwewenang (ditunjuk oleh
Nepala Dimas Peternakan)
(31 Bagr wilavah vang memiliki pos keschatan hewan maka pelavanan Reswan sepenuhn
ditangame oleh petugas pos keswin selempat,
b Bage welinvah yang menmihike pos keswan wapr belum imcingks ictiasa
parmnedis maka pelayanan keswan diangam oleh mantn hewan seleHied da
vang di tunguk oleh soerada Dias Peternakan K abuapaten Kot Ndao
U B saianal sang betum o memill pos heswan dan st Belue micnndd e i
atae parameis miskiae pelavanan keswan diiimgnn oleh anin ewon
petuges sang aitungui oleiy kepaka Dinas Peternakan Kabupaten Rots Nda

Pasal

Di Rumah Potong flewan dilarang melakukan hal  hal vang dapat mengyanga ketertiban Jdan
Keamanan umum, mgiene dan sanitast serta hal — hal vang menyimpang dare tungsi bangunan
dimaksud

Pasal 7

PLlll'l«l\ pelavanan kesehatn hewan berhak menyuruh menvingRirkan segala sesuatu vang

lidak sesual sepertr dimaksud pada pasal 6 peraturan dacral i




BAB 1V
GOLONGAN RETRIBUST

Pasal 8
Retribusi pelayanan kesehatan hewan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.
BAB v
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
% Pasal 9

rkan jenis pelayanan dan jumlah ternak.

-

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasa

BAB VI
PRINSIP PENETAPAN STRUKUTR DAN BESARNYA RETRIBUSI
. ) Pasal 10
iPrinsip penetapan tarif retribusi pelayanan kesehatan hewan adalah bi
B pengobatan, penginapan dan konsumsi serta administrasi,

aya pemeriksaan,

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 11

Struktur dan besarnya tarif Retribysi ditetapkan sebagai berikut

(1) Pemeriksaan :

a. Ternak besar : Rp. 10.000.-

b. Ternak kecil : Rp. 5.000.- .

C. Hewanlain : Rp. 3.000.-

Hewan lain ( anjing, kucing, kera, rusa dan kelinci )
Pemeriksaan Klinis per ekor :

- Hewan besar Rp 2.500.-
- Hewan kecil Rp 2.500.-
- Unggas Rp 1.000.-

- Hewan kesayangan Rp 10.000.-
Pemeriksaan Patologi Anatomi / Otopsi / Nekropsi per ekor :

- Hewan besar Rp 20.000.-
- Hewan kecil Rp 15.000.-
- Unggas Rp 5.000.-

- Hewan kesayangan Rp 20.000.-
(2) Pengobatan, penginapan ,konsumsi dan administras; serta bedah /operasi
- Pengobatan Ternak Besar (Sapi, Kerbau, Kuda) per ekor:

a. Antibiotika _

Diatas 3 bulan Rp 15.000.-

Anak 0 - 3 bulan Rp 10.000.-
bh. Parasit Darah

Diatas 3 bulan Rp 40.000.-

Anak O - 3 bulan Rp 15.000.-
¢. Obat Cacing

Diatas 3 bulan Rp 5.000.-

Anak 0 - 3 bulan Rp 2.000.-
d. Vitamin

Diatas 3 bulan Rp 7.500.-

Anak 0 3 bulan Rp  5.000.-
e. Hormon

Diatas 3 bulan Rp 30.000.-
f.  Anasthes;

Diatas 3 bulan Rp 60.000.-

- Anak 0 - 3 bhulan Rp 40.000.-

g. Analgesik
Diatas 3 bulan Rp  20.000.-
Anak 0 - 3 bulan Rp 10.000.-



- Pengobatan Ternak Kecil ( Babi, Kambing, Domba ) per ekor :

a. Antibiotika
- Diatas 3 bulan
- Anak 0 - 3 bulan
b. Ektoparasit
- Diatas 3 bulan
- Anak 0 — 3 hdlan
. Obat Cacing
- Diatas 3 bulan
- - Anak 0 - 3 bulan
d. Vitamin
- Diatas 3 bulan
- Anak 0 - 3 bulan
e. Hormon
Diatas 3 bulan
- Anak 0 - 3 bulan
f. Anasthesi
- Diatas 3 bulan
- Anak 0 - 3 bulan
g. Analgesik
Diatas 3 bulan
- Anak 0 - 3 bulan

(@)

Rp 10.000.-
Rp 5.000.-

Rp 15.000.-
Rp 10.000.-

Rp 3.000.-
Rp 1.000.-

Rp 5.000.-
Rp 2.500.-

Rp 15.000.-
Rp 0:-

Rp 30.000.-
Rp 20.000.-

Rp 10.000.-
Rp  7.500.-

- Pengobatan Ternak Unggas per ekor

1. Antibiotika
2. Vitamin
3. Obat Cacing
- Pengobatan Hewan Kesayang

Rp  3.000.-
Rp  2.000.-
Rp 500.-
an ( Anjing, Kucing, Kelinci ) per ekos

!
|
i

1. Antibiotika Rp  10.000.- -
2. Ektoparasit Rp  10.000.-
3. Obat Cacing Rp 2. 500.-
4, Vitamin Rp 10.000.- a
5. Hormon Rp 15.000.-
6. Anasthesi Rp 30.000.-
7. Analgesik Rp 10.000.-
8. Cairan Eletrolit Rp 20.000.-
9. Antihistamin Rp 1.000.-
10. Antidotes Rp 2.500.-
- Penginapan .
3. Ternak besar / ekor / hari : Rp 5.000.-
a. Ternak kecil / ekor/ hari Rp 2.500.
b. Ternak unggas / ekor / hari . Rp 1.000.-
c. Hewan lain Rp1.000.
- Konsumsi :
a. Ternak besar / vkor / har : Rp 40.000.-
b. Ternak kecil / ekor/ harn Rp 10.000.-
c. Ternak unggas / ekor / hari : Rp 2.000.-
d. Hewan lain : Rp 15.000.- .
- Administrasi :
3. Ternak besar / ekor / har : Rp 1.500.-
b. Ternak kecil / ekor/ hari Rp 1.500.-
¢. Ternak unggas / ekor / han : Rp 500.--
d. Hewan lain Rp1.000.-

Pasal 12
Pungutan retribusi pelayanan keswan sebagaimana dicantumkan pada pasal 1!
Peraturan Daerah ini dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas
Kabupaten Rote Ndao.

(&)




)

)

)

a.

Setiap Pungutan retribusi dilakukan dengan menggunakan tanda bukti pungutan
untuk disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Hasil pungutan dimaksud di setor ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daeral:.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

Wajib retribusi  yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
Keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling
banyak 4 ( empat ) kali Jumlah retribusi terutang.

Tindak Piadan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.,

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

Pejabat  Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah (
Pemda ) diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah atau retribusi Daerah sebagaimana
dimaksud dalan Undang - Undang nomor & tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana.
Wewenang penyidik sebagimana dimaksud pada ayat (1) adalah
Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau iaporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau
laporan tersebut, menjadi iengkap dan jelas. :
Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana Retribusi Daerah tersebut.
Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan
dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap
bahan bukti tersebut.
Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana dibidang Retribusi Daerah.
Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat
atau pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang
atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai Lersangks
atau saksi.
Menghentikan penyidikan.
Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di
bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - undang Nomor § tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana.
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BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

1 (1) Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut
dengan Keputusan Bupati mengenai pelaksanaanya.

E
: Pasal 16

E (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran
Daerah agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Perundangan
peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembarar Daeral:.

_.—-Qitetapkan di  Ba‘a
7 P 19Rtapdaal 16 Juni 2004
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CHRISTIAN NEHEMIA DIETAK

b Diundangkan di Ba‘a
. pada tanggal 18 Juni 2004
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IS IDOMINGGUS WELKIS

} LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2004

E NOMOR 032 SERIC NOMOR 015
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 32 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

I.LUMUM

II.

Pelaksanaan Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah mengisyratkan perlu melakukan penataan sumber — sumber Penerimaan
Daerah sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah  dan Kewenangan
Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom. Dengan berlakunya Undang — undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka setiap Peraturan
yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus sesuai dengan
Undang - undang dimaksud.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dengan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao menetapkan Peraturan Oaerah
Kabupaten Rote Ndao tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan

Pasal demi pasal
Pasal 1 sampai dengan Pasal 16 : cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO 036.




